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Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan
baru terhadap pembangunan yang
memperhitungkan pentingnya peran perempuan.
Hal ini senada dengan pendapat Fakih (1992:26)
dalam Nurhaeni (2009:54) sebagai berikut:

Hampir semua teori ilmu sosial fentang
pembangunan tethadap nasib berjuta-juta umat
manusia telah dikembangkan tanpa
mempertimbangkan masalah gender. Akibatnya
pembangunan yang semboyannya untuk
mensejahterakan dan menjawab tantangan
kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa
di dunia ketiga justru telah mengakibatkan
keterbelakangan kaum perempuan.

Di Indonesia, arahan kebijakan
pemberdayaan perempuan sebagaimana tertuang
dalam peraturan perundang-undangan
menetapkan perlunya meningkatkan kedudukan
dan peranan perempuan serta meningkatkan
kualitas peranan mercka dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Tjikrowinoto (2004: 59-
60) dalam Nurhaeni (2009:54) mengemukakan
bahwa terjadinya pergeseran paradigma
pembangunan dari production centered
deve!opmentmenujupeoplecentereddevelopmem
menimbulkan perhatian lebih besar terhadap akar
struktural historis kedudukan dan status
perempuan. Oleh karena itu diperlukan perhatian
yang lebih intensif terhadap pembangunan yang

lebih menekankan pada keseimbangan
kepentingan antara kaum laki-laki dan perempuan
atau Pengarus Utamaan Gender (PUG) di dalam
pembangunan. Didalam rangka implementasi
PUG tersebut di dalam pembangunan, diperlukan

gajar Pada Jurusan Administrasi Publik, Fisip-Undip
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tolok ukur sebagai pedoman arah sebagai dasar
akuntabilitas pemerintah di dalam pelaksanaan
pembangunan.

A.2. Akuntabilitas PUG Dalam Pembangunan.

Tuntutan terhadap pemeritahan yang
akuntabel terus meningkat sejak kemunculan
undang-undang No 22 tahun 1999 yang direvisi
dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah pada saat
memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memberdayakan masyarakat, menjamin proses
demokratisasi serta memberikan perlingdungan
terhadap hak dan jaminan kehidupan rakyat seperti
yang tercantum di dalam undang-undang.
Kewengangan tersebut sekaligus juga merupakan
tuntutan bagi pemerintah untuk
menyelenggarakan pemerintahan secara
akuntabel. Akuntabilitas publik merupakan
tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat
yang seharusnya mereka layani. Perwujudan
akuntabilitas publik tersebut diwujudkan dalam
bentuk standart kinerja yang harus dicapai didalam
kinerja program, institusi dan aparatur pemerintah.
Konsep Dasar Akuntabilitas birokrasi adalah
ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas atau
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah
sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh
rakyat dan apakah pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah mampu
mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang

sesungguhnya (Wahyudi Kumorotomo, 2005; 4).

Sedangkan menurut Sterling menyatakan bahwa

sinonim kata yang paling baik untuk akuntabilitas

adalah keterjawaban (answerability) dimana
sebuah organisasi harus mampu menjawab
pertanyaan dari luar organisasi tetang apa yang
permasalahan terjadi di dalam organisasinya dan
bagaimana organisasi tersebut bertanggungjawab,

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas

terdapat tiga poin penting yaitu :

1. Aktifitas, akuntabilitas dilihat dari apa yang
telah dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Semua yang dilakukan
oleh pemerintah semuanya harus diarahkan
untuk kepentingan rakyat. Aktifitas
pemerintah tersebut dijabarkan didalam visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan secara tetintegrasi dan terarah
sehingga memberikan kejelasan bagi rakyat
tentang apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah didalam rangka mencapai tujuan.

2. Norma atau nilai, norma dan nilai merupakan
tolok ukur penilaian pencapaian kinerja
pemerintah didalam melakukan

pembangunan. Tolok ukur tet
ditentukan pada saat dilakukan peren
pembangunan dan merupakan ki
kinerja antara pemerintah dengan 1
Tolok ukur tersebut harus dapat
tingkat pencapaiannya sehi
memudahkan untuk melihat atau n
capaian kinerja pemerintah.

3. Keterbukaan atau transparansi, Salal
kunci akuntabilitas adalah transp:
dengan adanya transparansi penilaiar
lebih mudah dan objektif. Tuntutan
keterbukaan terhadap kinerja pem
dewasa ini datang dari dalam maupu
negeri, bahkan transparansi meru
bagian dari persyaratan kepemerintaha
baik, namun, pelaksanaan transparansi
tergantung dari kemauan pemerintah
terbuka terhadap rakyatnya.

4, Tanggung Jawab, Tanggungj
merupakan muara dari akuntabilitas d
pemerintah akan menerima konsekuen
apa yang telah dicapai disamping
memberikan alasan terhadap penc:
kinerjanya didalam jangka waktu terten

Sehubungan dengan tuntutan teri
pemerintah daerah akan pelaksanaan PL
dalam pembangunan, pemerintah dituntut
memiliki standart kinerja pembangunan g
Standart kinerja kemudian dijabarkan ke
indikator kinerja, indikator kinerja ini me
beberapa fungsi yaitu:

1. Memperjelas tentang bentuk, kapat
bagaimana kegiatan dilaksanakan, keje
tersebut juga memperjelas akti
organisasi didalam rangka pencapaian !
yang akan dicapai. Indikator kinerja
merupakan alat ukur tingkat keberh
organisasi yang dicapai dalam suatu pt
tertentu.

2. Menciptakan konsensus yang dibangw
berbagai pihak untuk mengh
kesalahpahaman selama pelakse
kebijakan, program dan kegiatandi
pelilaian kinerja karena indikator k
akan memberikan rambu-rambu
organisasi untuk melaksanakan kegiatas

3. Membangun dasar bagi pengukuran, a1
dan evaluasi kinerja organisasi, ind
akan menjadi patokan bagi organisasi
menjalankan tugasnya. (M.Safar Nasir;
10)

Didalam rangka membangun akuntal
kinerja PUG dalam pembangunan dacrah
normatif telah digariskan dalam Peraturan M
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 te
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f>man Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
‘der di Daerah yang menyebutkan bahwa
nerintah daerah berkewajiban menyusun
jakan, program dan kegiatan pembangunan
t erspektif gender. Perencanaan pembangunan
ipektif gender di tuangkan dalam RPIMD,
\>ana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
tistra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja)
tD. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa
jusunan kebijakan, program dan kegiatan
13 dilakukan melalui analisis gender,
Disamping itu, mengacu kepada Peraturan
12rintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
I Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
lasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
tah, juga dijelaskan bahwa perencanaan
bangunan daerah harus dirumuskan secara
msif dan berkeadilan dengan prinsip
:mbangan gender. Dalam menyusun kerangka
| dan instrumen analisis bagi Provinsi dan
npaten/Kota harus mempertimbangkan
Liis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan
inalisis gender (Penjelasan Pasal 33 Ayat 3),
| analisis tersebut merupakar. dasar dari
'lsunan rencana pembangunan daerah yang
sebagai dasar akuntabilitas pembangunan
1318 gender.

’ermasalahan.
WNamun demikian, pada umumnya, di era
:mi daerah ini ternyata dalam proses
tkan, perencanaan pembangunan sampai
tn implementasi dan monitoring serta
151 termasuk penganggarannya masih belum
tidak peka terhadap kenyataan bahwa
‘puan dan laki-laki mempunyai perbedaan-
tlaan. Perbedaan itu bukan hanya dalam hal
.'a, tetapi juga berbeda dalam hal peran
+*serta hubungan diantara keduanya, berbeda
\ pengalaman, berbeda didalam kebutuhan
sepedulian, yang pada gilirannya dapat
impak beda antara mereka dalam
12roleh akses dan manfaat serta keikutsertaan

serbagai program/kegiatan pembangunan.

‘ida proses implementasinya di daerah,
\1an memperlihatkan bahwa memang tak
iminan bahwa setelah diserahkannya
-ngan dalam pelaksanaan PUG kepada
Pemerintah Daerah (Pemda) setempat
:emandang PUG sebagai salah satu strategi
centing untuk dilaksanakan. Erapat faktor
:rai sebagai penyebabnya, adalah Pertama,
berlainan dengan pembangunan yang
! fisik, investasi pada SDM ‘merupakan
i jangka panjang, yang tidak terlihat
' g manfaatnya; Kedua, gender/PUG masih
tkan sesumatu yang baru dan bukan

merupakan sesuatu yang mudah untuk diterima,
karena erat berkaitan dengan perubahan mind-set
sescorang yang sudah tertanam. Mainstream yang
masih kuat (di tingkat nasional maupun daerah),
yaitu memahami gender sebagai perempuan dan
memahami PUG sebagai pemberdayaan
perempuan. Dengan peraahaman seperti itu, dalih
yang banyak diajukan adalah pemerintah (daerah)
telah banyak melakukan program-program untuk
perempuan (program-program dengan pendekatan
Wanita dalam Pembangunan (WID). Program-
program dengan pendekatan strategis, vaitu
Gender dan Pembangunan (GAD) melalui
pelaksanaan PUG, belum sepenuhnya dipahami.
Hal inilah yang membuat program PUG selaly
berada di sisi marginal. Ketiga, setelah
pelaksanaan desentralisasi ada beragam bentuk
kelembagaan dengan berbagai nomenklatur yang
menangani pemberdayaan perempuan (sebagai
lembaga yang terstruktur seperti: bidang sendiri;
sebagai bagian dari badan; sebagai seksi, merger
dengan beberapa seksi/sub-bagian; sebagai
lembaga fungsional, seperti: bentuk kelompok
ketja; focal point, dewan pakar. Masing-masing
mempunyai echelonering dan tingkat kewenangan
yang berbeda. Keempat, faktor sumber daya
manusia yang memahami dan mampu mengelola
PUGpada tatanan substansi maupun aplikasinya.

Sclain permasalahan itu, dari sisi
perencanaan pembangunan daerah, tidak adanya
arah dan pedoman yang jelas, sistematis dan
komprehensif, khas dan spesifik sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah dalam
pengambilan langkah dan tindak pelaksanaan
PUGmenyebabkan kesulitan dalam menentukan
tahapan-tahapan yang telah, sedang, dan akan
dicapai pada masa mendatang, Oleh karena itu
diperlukan pedoman yang lebih rigid didalam
melakukan perencanaan pembangunan berbasis
genderatau PUG.

PEMBAHASAN

Di dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja,
perencanaan strategis merupakan titik awal untuk
melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan
strategis merupakan suatu proses untuk
menetapkan rencana kebijakan dan kegiatan
mendasar yang akan diimplementasikan oleh
seluruh jajaran untuk mencapai tujuan organisasi,
Proses perencanaan strategis diawali dengan
melakukan identifikasi permasalahan yang harus
diatasi serta melakukan identifikasi potensi yang
dapat digunakan untuk menanggulangi
permasalahan tersebut. Setelah dilakukan proses
identifikasi tersebut kemudian dituangkan
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didalam program danke giatan serta anggaran.

C.1.Model Analisis

Seperti yang telah dijelaskan gebelumnya
bahwa pembangunan berbasis gender diberbagai
daerah masih menemukan banyak kendala. Oleh
karena itu diperlukan alat untuk menentukan gap
antara harapan dan kenyafaan yang ada guna
memperoleh informasi permasalahan yang
dihadapi didalam pembangunan.Dalam
melakukan proses perencanaat kebijakan maupun
program maupun perencanaan program
pembangunan agar responsif gender diperlukan
alat analisis. Salah sato alat analisis gender adalah

“«Gender Analysis Pathway” (GAP), atau Alur

Kerja Analisis Gender. GAP dirancang untuk

membantu para perencana melakukan analisis

gender dalam rangka pengarusutamaan gender ke
dalam perencanaan kebijakanfpmgmrﬂkegiatan
pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para
perencana dapat mengidentifikasikan
kesenjanganan gender dan permasalahan gender
serta sekaligus menyusun “Policy Outlook for

Plunning”(POP) rencana

kebijakanfprogrmnkagiatan pembangunan yang

ditujukan untuk memperkecil atau menghapus
kesenjangan gender tersebut.

GAP merupakan komponen untuk
menghasilkan kebijakan atau program atau
kegiatan yang responsif gender. GAP adalah alat
analisis, dan hasil analisis gender tersebut
diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi
responsif gender,

Anallisis GAP dapat digunakan untuk
menganalisis berbagai kebijakan/
program/kegiatan pembangunan di semua sektor.
Adapun kegunaan analisis GAP dan POP adalah
sebagai berikut :

a. Menelaah secara tajam permasalahan
kesenjangan gender serta faktor - faktor yang
mempengaruhinya, schingga dapat disusun
isu-isu kebijakan yang dapat dijadikan dasar
untuk menyusun kebijakan pembangunan
yang responsif gender.

b. Membantu pemerintah dalam perencanaan
pembangunan di semua sekior, oleh karena
analisis ini akan mengungkapkan
berbagai produk kebijakan yang berupa
dokumentaso formal yang dimiliki oleh
sebuah institusi pemerintah.

¢. Sebagaisalah sat alat yang digunakan untuk
membantu perencana dalam mendesain atau
merencanakan program-prograi yang lebih
memihak kepentingan laki-laki maupun
perempuat.

d. Menghasilkan perbagai produk
kebijakanfproyekfprogram yang

berperspektif gender.

Menyusun dan mengembangkan in
keberhasilan dalam pembangunar
berwawasan gender, gerta untuk mel
monitoring keberhasilan pro
program aslinya pada getiap
yang diperiukan.

Dalam alur kerja GAP terdap

komponen yaitu (1) tahap analisis dan ¢
mengintegrasikan gender ke dalam renct

(POP)
%

GAP adalah kerangka sistematis
rangka merumuskan isu-isu ke
gender, melalui langkab-langkah
berikut:

a. Kebijakan pemerintah dalam
pembangunan serua sektor; |
tama dilakukan analisis t
kebijakan pemerintah '
pembangunan seperti yang tertul
berbagai dokumen kebijak:
perencanaat.

b. Data pembuka wawasan, penya
masing-masing sektor menut
kelamin dalam berbagai
pembangunan. Langkah ini ¢
untuk melihat secara keseluruhe
ketidakseimbangan pembi
menurut jenis kelamin.

¢. Analisis faktor kesenjangan; 1
analisis terhadap be
ketidakseimbangan P
pembangunan menurut jenis
Tujuannya adalah untule M
faktor-faktor yang menjelaskan
terjadi kesenjangan gender dal
dimensi  pembangunail. Fak
tersebut dikategorikan ke dal:
kelompok, yaitu akses, P
konirol, dan manfaat pembangt

d Analisis isu gender
pembangunan; berdasarkan
yang ada data kesenjangan, ¢
faktor kesenjangan gender 8
dirumuskan isu-isu kebijake
sebagai bahan bagi para
keputusan untuk menetaplkan
yang paling tepat unfuk 1
masalah kesenjangan genc
pembangunan.

e. Indikator kesenjangan gende

jsu-isu kebijakan ge!

diterjemahkan menjadi keb:
program-program asli di se
bidang pembangunan, terlel
petlu dirumuskan sejumlal
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keberhasilan yang menunjukkan
kesetaraan gender. Indikator tersebut
diperlukan untuk mengukur apakah
kebijakan dan progrma-program
kesetaraan gender dzlam masing-masing
sektor pembangunan itu memiliki
dampak positif bagi terwujudnya
keseimbangan dan keadilan gender.

2. POP adalah suatu cara berfikir sistematis
yang diarahkan untuk mengembangkan
program-program aksi ssktor pembangunan
yang berperspektif gender. Selanjutnya
kerangka analisis POP digunakan untk
menuangkanj temuan-temuan GAP
menyangkut isu kebijakan pembangunan
berwawasan gender agar menjadi satuan-
satuan kegiatan program aksi termasuk
urutan prioritasnya. Dalam matriks POP
dijabarkan ke dalam berbagai aspek berikut
mi:

1. Isukebijakan gender yang diambil secara
langsung dari hasil analisis GAP sebagai
bahan untuk menjabarkannya ke dalam
aspek-aspek perencanaan berikutnya.

2. Tujuan yang berwawasan gender;
berdasarkan isu-isu kebijakan gender
tersebut selanjutnya digunakan
menterjemahkan tujuan masing-masing
sektor pembangunzn yang “gender
blind” menjadi tujuan yang berwawasan
gender atau “gender base policy
objectives”

3. Program aksi yang berwawasan gender;
tujuan semua sektor pembangunan yang
berwawasan gender tersebut di atas
selanjutnya dijabarkan dari tujuan
pembangunan dalam masing-masing
program pembangunan yang sudah
ditetapkan di dalam propenas.

4. Program pembangunan, sesuai dengan
propenas, selanjutnya disusun
dengan measukkan aspek
wawasan gender ke dalam setiap program
aksi pada masing-masing sektor
pembangunan akan menjadi program
aksi yang berwawasan gender.

C. 2. Anggaran Berbasis Gender

Anggaran merupakan bentuk nyata dari
jerencanaan pembangunan, didalam anggaran
erdapat perencanaan kegiatan dan pembiayaan
Juna mencapai standart kinerja yang akan dicapai.
Jisamping itu anggaran juga merupakan bagian
lari sistem akuntabilitas PUG didalam
vembangunan, hal tersebut dimungkinkan karena
iregiatan di dalam anggaran merujuk pada target
liinerja yang telah direncanakan.Didalam

kerangka menciptakan akuntabilitas PUG maka
perlu disusun Anggaran yang Responsif Gender

" didalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Anggaran Responsif Gender
(ARG) sebagai dasar akuntabilitas telah
ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan,
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010.
Terdapat dua kelompok kegiatan yang menjadi
fokus dalam ARG, yaitu: (1) kegiatan pelayanan
(service delivery) dan (2) kegiatan capacity
building dan advokasi gender. Dalam rangka
penerapan ARG tahun 2010, Pemerintah
menetapkan 7 (tujuh) K/L sebagai pilot project,
yaitu: Departemen Pendidikan Nasional;
Departemen Pekerjaan Umum; Departemen
Kesehatan; Departemen Pertanian; Departemen
Keuangan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas; dan
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Maksud pilot project bagi ketujuh K/L adalah
sebagai pengenalan lebih mendalam mengenai
ARG yang dilengkapi petunjuk cara penyusunan
dan cara penelaahannya. Harapannya ketujuh K/L
pilot project tersebut dapat menyusun ARG secara
praktis.

Kegiatan berkenaan dengan ARG tahun 2010
pada tujuh K/L pilot project, terbagi dalam 2 (dua)
kelompok berdasarkan fokus kegiatan yang
dianalisis dengan menggunakan Gender Budget
Statement (GBS). Kelompok 1 terdiri dari
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen
Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan
Departemen Pertanian dengan fokus pada kegiatan
pelayanan (service delivery) yang dilaksanakan
unit teknisnya, contohnya kegiatan yang
dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal
dan Informal pada Departemen Pendidikan
Nasional. Sedangkan kelompok 2 terdiri dari
Departemen Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
dan Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan dengan fokus pada kegiatan capacity
building dan advokasi gender.

Dalam penyusunan ARG, hal yang perlu
diperhatikan adalah ARG bukan suatu pendekatan
yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG
lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam
penganggaran. Kesetaraan yang dimaksud berupa
proses maupun dampak alokasi anggaran dalam
program/kegiatan yang bertujuan menurunkan
tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan
cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan
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tethadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian
menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut

telah menjawab

kebutuhan perempuan serta

kebutuhan lelaki secara memadai. Oleh karena ity
ARG melekat pada struktur program dan kegiatan
yang ada dalam RKA-KL. Suatu output kegiatan
akan mendukung pencapaian hasil terukur dan
outcome program, Hanya saja muatan/substansi
kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat
dari sudut pandang/perspektif gender,

Anggaran berbasig gender adalah sebuah
pendekatan yang digunakan untuk melihat dap
menyusun anggaran sebagai sebugh kesatuan yang
tidak memisahkan item-item yang berhubungan
dengan perempuan, Anggaran ini juga merupakan
sebuah pendekatan untuk memastikan bahwa uang

masyarakat

digunakan berdasarkan kesetaraan

gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan

Jjumiah uang

yang sama pada masalah yang

berkaitan laki-laki atan perempuan, tetapi apakah
pengeluaran itu mencukupi kebutuhan laki-lak;
dan perempuan,

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam penyusunan anggaran responsif gender
yaitu:
ARG merupakan penyusunan anggaran guna
menjawab secara adil kebutuhan setiap warga
negara dari berbagai kelompok yang berbeda,
baik laki-laki maupun perempuan (keadilan
dankesetaraan gender);

I,

Bukan fokus
d

pada penyediaan anggaran

€ngan jumlah tertenty untuk

bengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi,
bagaimana anggaran keseluruhan dapat
memberikan manfaat yang adil untuk laki-

laki dan perempuan. Prinsip tersebut

mempunyai arti:

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah
untuk laki-laki dan perempuan;

b. ARG sebagai pola anggaran yang akan
menjembatani kesenjangan status, peran
dan tanggungjawal laki-laki, perempuan
serta kelompok lain;

C. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk
meminta tambahan alokas; anggaran;

d. Adanya ARG tidak berarti adanya
penambahan dang yang dikhususkan
untukprogramperempuan;

€. Bukan berarti bahwa alokas; ARG berada
dalam program khusus pemberdayaan
perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50%
laki-aki — 509 perempuan untuk setiap
kegiatan;

g Tidak harus semug program dan kegiatan

perlu mendapat
tesponsif gender,

koreksi agar menjadi

. akuntabilitas PUG

Implementasi ARG dilakukan pada s
penyusunan RKA-KL, yang mana dokumen RK
KL harus memuat upaya perwujudan kesetare
gender yang dituangkan dalam bentuk:

1. GenderBudgetStatement(GBS)

GBS adalah alat untuk menelaah scbera
Jauh suatu program telah responsif terhadap i
gender yang ada, dan apakah dana yang memad
telah dialokasikan pada program tersebut unty
menangani permasalahan gender fersebut, GB
merupakan bagian dari kerangka acua
kegiatan/TOR hanya untuk kegiatan yan
berhubungan dengan ARG,

2. KerangkaAcuan
Bagi kegiatan yang telah dibuat GBS-nya

maka Kerangka Acuan dari subkegiatan yang telal
diidentifikasi dan relevan dengan upaya
mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-
grup akun yang telah diuraikan pada GBS
tersebut.Secara operasional, perencana
memasukkan isu gender pada beberapa bagian
kerangka acuan kegiatan/TOR sebagai berikut :

a.  Dalam menyusun TOR tetap memakai alat
analisis seperti biasanya (SW+1H), ditambah
dengan penganalisaan tentang ada tidaknya
isu gender dalam TOR tersebut;

b.  Agar TOR yang disusun telah responsif
gender, perencana dapat memasukkan jsy
gender pada bagian :

1). Latar belakang, telah menjelaskan
tentang permasalahan yang dihadapi
oleh kelompok sasaran, baik laki-laki
maupun perempuan;

2). Tujuan kegiatan, secara jelas
memberikan informasi tentang manfaat
yang akan diterima kelompok sasaran,
baik laki-laki maupun perempuan:

3). Dalam proses pelaksanaan kegiatannya,
menyatakan telah melibatkan,
berkonsultasi atau berdasarkan informasi
dari masyarakat atay kelompok sasaran,
laki-laki dan perempuan;

4). Kelompok Sasaran, output kegiatan,
lokasi kegiatan serta identifikasi
output harus sesuai dengan tujuan
kegiatannya,

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka
target kinerja pembangunan dapat terukur dengan
baik, hal tersebyt dimungkinkan karena antara
permasalahan, input dan output telah
teridentifikasi dan diintgrasikan didalam
perencanaan pembangunan baik dalam jangka
panjang, menengah maupun perencanaan
pembangunan tahunayn,

Namun didalam implementasinya penegakan
dalam pembangunan masih
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menemui banyak kendala yaitu :

1. Sosialiasi tentang penyusunan perencanaan
pembangunan yang responsif gender belum
merata baik dilingkungan pemerintahan
maupun masyarakat. Ha! ini menyebabkan
pandangan terhadap PUG dalam
pembangunan masih terlalu sempit.

2. Perhatian yang minim terhadap PUG dari
pemerintah menyebabkan program-program
PUG dalam pembangunan tidak dianggap
penting dan sering diabailan,

3. Minimnya sumber daya manusia atau
personil yang memahami metode
perencanaan dan penganggaran PUG dalam
pembangunan, menyebabkan perencanaan
pembangunan masih mengabaikan PUG.

4. Tidak adanya mekanisme yang jelas dan
tegas dalam menegakkan PUG dalam
pembangunan sehingga masih banyak daerah
yang tidak melaksanakan pembangunan yang
berbasis gender.

Banyaknya kelemahan tersebut maka
akuntabilitas PUG dalam pembangunan masih
banyak menemui kendala.

PENUTUP

Pembangunan berbasis gender atau Pengarus
Utamaan Gender dalam pembangunan dewasa ini
merupakan suatu tuntutan. Tujuan dari PUG dalam
pembangunan adalah untuk menciptakan keadilan
didalam pembangunan terutama didalam akses
dan manfaat terhadap hasil-hasil pembangunan.Di
Indonesia selama ini kepentingan perempuan
didalam pembangunan masih terpinggirkan
dominasi laki-laki masih kuat didalam
pembangunan.Hal tersebut terlihat dari
dominannya akses laki-laki didalam
perckonomian, jabatan dan pengambilan
keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Didalam rangka menegakkan pelaksanaan
PUG dalam pembangunan diperlukan sistem
akuntabilitas sebagai tolok ukur kinerja. Sistem
akuntabilitas kinerja dilakukan dengan langkah-
langka sebagai berikut :

1. Indentifikasi permasalahan dalam
pembangunan Gender dilakukan
dengan“Gender Analysis Pathway” (GAP),
atau Alur Kerja Analisis Gender. GAP
dirancang untuk membartu para perencana
melakukan analisis gender dalam rangka
pengarusutamaan gender ke dalam
perencanaan kebijakan/program/kegiatan
pembangunan. Dengan menggunakan GAP,

para perencana dapat mengidentifikasikan
kesenjanganan gender dan permasalahan
gender serta sekaligus menyusun “Policy
Outlook for Planning”(POP) rencana
kebijakan/program/kegiatan pembangunan
yang ditujukan untuk memperkecil atau
menghapus kesenjangan gender tersebut.

2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender
(ARG) sebagai dasar akuntabilitas telah
ditetapkan oleh pemerintah melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.02/2009 Tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Ketja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL).

3. Penyusunan Gender Budget Statement
(GBS) adalah alat untuk menelaah seberapa
jauh suatu program telah responsif terhadap
isu gender yang ada, dan apakah dana yang
memadai telah dialokasikan pada program
tersebut untuk menangani permasalahan
gender tersebut. GBS merupakan bagian dari
kerangka acuan kegiatan/TOR hanya untuk
kegiatan yang berhubungan dengan ARG.

4. Kerangka Acuan atau TOR dari subkegiatan
yang telah diidentifikasi dan relevan dengan
upaya mewujudkan kesetaraan gender
mencakup grup-grup akun yang telah
diuraikan pada GBS tersebut. Dalam
menyusun TOR tetap memakai alat analisis
seperti biasanya (5W+1H), ditambah dengan
penganalisaan tentang ada tidaknya issu
gender dalam TOR tersebut.
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